“Laut Adalah Hidup Kami: Reklamasi Mengusir Nelayan dari Rumahnya”

Pulau Lae-Lae, sebuah pulau kecil di pesisir barat Kota Makassar, kini menghadapi
ancaman besar.Pulau ini hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari pusat kota, namun
ironisnya, warga di sana seakan dipinggirkan dari proses pembangunan yang
seharusnya memberi manfaat bagi semua. Dengan luas pulau sekitar 6,5 hektare dan
populasi sekitar 1.523+ jiwa, Lae-Lae telah lama menjadi rumah bagi nelayan kecil yang

menggantungkan hidup pada laut dan ekosistem pesisir.

Rencana reklamasi seluas #12 hektare yang digagas oleh pemerintah yaitu Pemrov
SulSel dan pihak swasta PT Yasmin Bumi Asri selaku kontraktor dianggap sebagai
proyek yang akan mengubah wajah pulau itu secara drastis. Proyek reklamasi ini
bertujuan memperluas daratan melalui penimbunan laut di sekitar pulau, dan diklaim
akan digunakan untuk pembangunan fasilitas wisata dan komersial. Namun, kawasan
yang akan ditimbun selama ini merupakan wilayah tangkap utama nelayan, lokasi mata
pencaharian utama warga, sekaligus kawasan penting untuk regenerasi biota laut

seperti ikan, udang, dan kerang.

Bagi sebagian orang, reklamasi adalah bentuk pembangunan. Namun bagi warga
Lae-Lae yang hidupnya bergantung dari laut reklamasi justru berarti kehilangan:
kehilangan ruang hidup, sumber penghidupan, dan ekosistem yang menopang
kehidupan mereka selama puluhan tahun. Warga menilai bahwa reklamasi bukan hanya
akan menghilangkan akses mereka terhadap laut, tetapi juga mematikan sektor
ekonomi lokal seperti perikanan tradisional dan usaha olahan hasil laut. Lebih dari itu.
Proyek tersebut bahkan diduga mengandung manipulasi, karena klaim adanya

dukungan dari warga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Di balik megahnya narasi “revitalisasi pesisir” tersimpan kisah pilu nelayan yang
terancam tergusur, perempuan pesisir yang kehilangan hasil tangkapan ambaring, dan
rusaknya terumbu karang yang menjadi rumah biota laut.Cerita-cerita warga
mencerminkan penderitaan nyata: tangkapan ambaring (udang kecil) yang makin
jarang, air laut yang berubah keruh, rumpon dan jaring mereka yang hilang tertimbun,
serta kekhawatiran akan masa depan anak-anak mereka di pulau yang makin terjepit.

Perempuan pesisir, yang biasanya menjadi pelaku utama dalam pengolahan hasil laut,



juga kehilangan peran ekonomi karena bahan baku makin langka. Sementara itu,
terumbu karang yang telah mereka jaga secara tradisional selama bertahun-tahun mulai

rusak akibat aktivitas pengerukan pasir dan lalu lintas alat berat reklamasi.

Inilah potret nyata dari proyek pembangunan yang tidak inklusif: ketika suara warga
diabaikan, dan reklamasi justru membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat.

Pembangunan yang seharusnya mensejahterakan, justru memicu konflik, ketakutan, dan
kerusakan lingkungan. Proyek reklamasi ini menjadi simbol dari kegagalan pemerintah
mendengar dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan yang menyangkut
hidup mereka sendiri. Suara-suara penolakan yang terus bergema dari Pulau Lae-Lae
bukan sekadar reaksi emosional, melainkan perlawanan atas ketidakadilan yang

dibungkus dalam istilah pembangunan.

Jejak Reklamasi dari CPI hingga Lae-Lae

Kodisi dermaga Dermaga pulau lae-lae yang diambil pada tanggal 27 juni 2025
yang di oleh mahasiswa jurnalistik UIN Aladdin Makassar

Sejak tahun 2014, pesisir barat Kota Makassar menjadi panggung proyek ambisius
bernama Centre Point of Indonesia (CPI) reklamasi besar-besaran yang dilakukan di
atas laut seluas lebih dari 150 hektare. Proyek ini digadang-gadang sebagai simbol
pembangunan maritim, dengan klaim menghadirkan pusat bisnis, pariwisata, hingga
fasilitas pemerintahan baru. Namun, di balik megahnya narasi pembangunan, proyek
CPI meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, keruhnya perairan, serta memunculkan

ketimpangan akses ruang laut bagi masyarakat nelayan.



Pada 2020, Nurdin Abdullah yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan,
mengunjungi Pulau Lae-Lae dengan alasan memperindah pariwisata. Namun dalam

pertemuan itu, suara perempuan dan nelayan, termasuk dg. Bau, dibungkam.

Tak berhenti di CPI, rencana reklamasi mulai merambat ke kawasan lain. Salah satunya
adalah Pulau Lae-Lae, pulau kecil berpenduduk padat yang sejak lama menjadi bagian
dari kehidupan nelayan tradisional. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan melalui kerja sama dengan pihak swasta, yaitu PT Yasmin Bumi Asri, merancang
reklamasi seluas #12 hektare di sekitar Pulau Lae-Lae. Rencana ini tertuang dalam
dokumen resmi dan didukung oleh perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
serta surat persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur saat itu, Andi Sudirman

Sulaiman.

Proyek ini mendapat penolakan luas dari masyarakat pulau. Mereka mengaku tidak
pernah dilibatkan secara layak dalam penyusunan dokumen perencanaan, termasuk
dalam proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Bahkan dalam salah
satu dokumen AMDAL, disebutkan bahwa 99% warga mendukung reklamasi klaim yang
ditentang keras oleh warga. LBH Makassar dan sejumlah organisasi masyarakat sipil
menemukan adanya indikasi manipulasi partisipasi publik dan minimnya transparansi

dokumen.

Dg Bau, tokoh perempuan Pulau Lae-Lae, diwawancarai oleh mahasiswa Jurnalistik
UIN Alauddin Makassar. Dalam sesi ini, ia menyuarakan penolakannya terhadap

reklamasi yang dinilai merugikan nelayan dan merusak ekosistem laut.

Minimnya sosialisasi dan keterlibatan publik menjadi sorotan utama. Warga baru

mengetahui adanya reklamasi ketika kapal pengangkut material dan alat berat mulai



melintas di sekitar pulau. Bahkan, surat undangan sosialisasi pun banyak yang tidak
sampai ke tangan warga. Dalam wawancara bersama Dg Bau satu satu warga setempat
yang merupakan ibu rumah tangga “Waktu sosialisasi di Pulau Lae-Lae itu dibatasi
berbicara, terutama perempuan dibatasi bicara, kenangnya.Seiring waktu, bantuan dari
pemerintah berdatangan. Namun belakangan diketahui bahwa bantuan itu hanyalah
pembuka jalan untuk proyek reklamasi. Pada 2023, proyek itu mulai tampak nyata: warga
melaporkan kedatangan polisi, pembangunan bagang, hingga kehadiran alat berat di

sekitar” .

Padahal, dalam kaidah pembangunan berkelanjutan dan peraturan perundangan,
reklamasi adalah kegiatan yang wajib melibatkan masyarakat terdampak secara aktif,
mulai dari penyusunan AMDAL hingga pengambilan keputusan akhir. Fakta di lapangan
menunjukkan sebaliknya: warga ditinggalkan dalam proses, dan hanya dijadikan objek

pembangunan, bukan subjek utama.

Reklamasi di Lae-Lae pada akhirnya bukan hanya soal perubahan garis pantai, tetapi
juga mencerminkan persoalan struktural: ketika pembangunan didorong oleh
kepentingan modal, dan suara masyarakat pesisir dipinggirkan dari proses yang

menyangkut hidup mereka sendiri.

Reklamasi Lae-Lae Ancam Ekosistem Laut, Nelayan: "Kalau laut dihancurkan,

nelayan akan mati"

Data mencatat, terdapat tutupan terumbu karang seluas kurang lebih 264 meter persegi
di perairan sekitar pulau yang berisiko tertimbun material reklamasi. Karang-karang ini
menjadi habitat penting bagi beragam biota laut, termasuk udang kecil jenis ambaring

yang merupakan salah satu hasil tangkapan utama nelayan lokal.

Penderitaan masyarakat tak berhenti di situ. Wilayah tangkap nelayan yang dulunya
luas, kini menyempit drastis. “Wilayah tangkap kami tertimbun. Kerang, bumpuh laut,
dan fiting sudah sangat berkurang. Embaring juga begitu,” ungkap Mariati sambil
menyebut bahwa tangkapan ambaring (udang kecil) kini harus dicari lebih jauh.Dampak
lingkungan lain muncul dari aktivitas pengerukan pasir dan sedimentasi yang membuat
air laut semakin keruh. Penurunan kualitas air turut menurunkan kadar oksigen

terlarut, yang berujung pada berkurangnya populasi ikan. Warga menyebut hasil



tangkapan mereka terus menurun sejak proyek reklamasi Centre Point of Indonesia

(CPI) dimulai di pesisir barat Makassar.

Tak hanya itu, proyek reklamasi juga memperparah abrasi di sisi barat pulau. Reklamasi
CPI sebelumnya telah menyebabkan perubahan arus laut, merusak tanggul alami, dan
menyempitkan garis pantai. Warga khawatir, jika reklamasi dilanjutkan, daratan Pulau

Lae-Lae akan semakin menyusut dan memaksa mereka kehilangan tempat tinggal.

Dalam wawancara dengan Mariati, dampaknya tak hanya terlihat pada ekosistem laut
yang makin rusak, tapi juga merembes masuk ke ruang-ruang rumah warga. “Waktu
pertama dibangun itu CPI, kelar timbulannya, air itu masuk ke rumah warga. Itu air

datangnya dari pantulan reklamasi yang ada sekarang,” jelasnya.

Dengan kondisi ekologi yang semakin terancam dan tanpa pelibatan penuh masyarakat
dalam proses perencanaan, reklamasi Pulau Lae-Lae dinilai lebih banyak mendatangkan
kerugian ketimbang manfaat. Warga berharap pemerintah menghentikan proyek ini dan
memilih pendekatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berpihak pada

masyarakat pesisir.
Dampak Ekonomi Reklamasi: Nelayan Lae-Lae Kehilangan Sumber Hidup

Proyek reklamasi Pulau Lae-Lae telah memberi tekanan ekonomi yang besar terhadap
masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Sebagai kelompok yang sangat
bergantung pada laut, reklamasi ini bukan hanya mengurangi ruang tangkap, tetapi juga

mengancam keberlangsungan hidup harian mereka.

Menurut catatan WALHI Sulsel, reklamasi merupakan bentuk perampasan ruang hidup
masyarakat pesisir. Aktivitas pengerukan pasir, sedimentasi, serta pembatasan akses
laut membuat zona tangkap semakin sempit dan rusak. Ekosistem laut terganggu,
populasi ikan menurun, dan alat tangkap seperti rumpon dan bagang kerap rusak atau

hilang akibat aktivitas proyek.



Wawancara bersama Dg Dau salah satu nelayan kecil di pulau lae-lae

“Sejak reklamasi CPI mulai dulu, wilayah tangkap cumi tertimbun pasir akibat reklamasi,
jadi semakin jauh, ongkos bensin jadi semakin besar, Kadang-kadang cuma dapat 100
ribu, habis untuk ongkos 70 ribu. Sisanya 30 ribu, itu pun harus cukup untuk makan

sekeluarga” ujar Dg Sau salah satu nelayan kecil di Pulau Lae-Lae.

Kerusakan itu berdampak langsung pada pendapatan. Nelayan yang sebelumnya bisa
melaut setiap hari dan membawa pulang hasil, kini harus berangkat lebih jauh dan
pulang dengan hasil yang tidak menentu. Udang kecil seperti ambaring (udang kecil),
yang dulunya mudah didapat di perairan dangkal sekitar pulau, kini mulai sulit
ditemukan. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan nelayan laki-laki, tetapi juga para

perempuan pesisir yang selama ini turut mengolah dan menjual hasil laut.

WALHI Sulsel menyatakan bahwa proyek reklamasi yang tidak mempertimbangkan
aspek keadilan ekologis berpotensi mendorong kemiskinan struktural. Masyarakat
pesisir seperti warga Lae-Lae tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan di luar sektor
laut. Ketika laut ditimbun, mereka bukan hanya kehilangan ruang tangkap, tetapi juga

kehilangan identitas, budaya, dan mata pencaharian yang diturunkan lintas generasi.

la menegaskan, “Intinya harus ditolak. Karena semua nelayan di sini menolak. Tidak bisa,
karena mengganggu pencariannya nelayan kecil” Reklamasi, baginya, adalah bentuk

nyata dari ketimpangan pembangunan yang meminggirkan suara-suara rakyat kecil

Tanpa solusi ekonomi yang adil dan berbasis komunitas, proyek reklamasi hanya akan

memperparah ketimpangan dan meminggirkan kelompok rentan. WALHI Sulsel



menegaskan, pembangunan yang meminggirkan masyarakat lokal bukanlah

pembangunan berkelanjutan, tetapi bentuk penggusuran yang dilegalkan.
Dampak Geografis Reklamasi CPI terhadap Pulau Lae-Lae

Reklamasi proyek Centre Point of Indonesia (CPI) yang dibangun di pesisir Kota
Makassar sejak 2014 telah membawa perubahan signifikan terhadap kondisi geografis
Pulau Lae-Lae. Pulau kecil yang hanya berjarak sekitar 1,5 km dari pusat kota itu kini
menghadapi dampak lingkungan fisik yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait abrasi,

perubahan arus laut, hingga penyusutan garis pantai.

Gambar dari Google Maps ini menunjukkan lokasi Pulau Lae-Lae dan proyek reklamasi
Centre Point of Indonesia (CPI) di Makassar. Jarak antara keduanya hanya sekitar 500
meter. Panah merah menandai area laut yang kini semakin menyempit akibat reklamasi.
Gambar ini memperlihatkan kedekatan fisik yang berisiko besar terhadap ekosistem dan

ruang hidup masyarakat Pulau Lae-Lae.




Foto udara proyek reklamasi CPI di Makassar, dengan Pulau Lae-Lae tampak di kejauhan
hanya +500 meter. Reklamasi ini berpotensi memperparah abrasi dan mengganggu

ekosistem laut di sekitar Lae-Lae. Sumber gambar sari Walhi Sulsel, 2023

Fenomena alam yang terjadi di Pulau lae-lae yang muncul di sore hari akibat pagar laut

Salah satu dampak paling nyata adalah abrasi pantai di sisi barat Pulau Lae-Lae yang
semakin parah sejak pembangunan CPI dimulai. Tanggul-tanggul alami yang
sebelumnya melindungi pulau dari gelombang perlahan terkikis. Berdasarkan laporan
WALHI Sulsel dan dokumentasi warga, beberapa titik pantai bahkan kehilangan lapisan
pasirnya, menyisakan bebatuan dan kerusakan pada infrastruktur yang berada di dekat

garis pantai.

Selain itu, arus laut di sekitar Pulau Lae-Lae berubah akibat struktur buatan dari proyek
CPI yang menimbun area perairan dalam skala besar. Perubahan arus ini berdampak
pada proses sedimentasi alami dan menyebabkan air laut menjadi lebih keruh,
mempercepat pendangkalan di beberapa wilayah, dan merusak aliran alami sedimen

yang dulunya membantu memperkuat garis pantai pulau.

Tutupan vegetasi pantai juga terancam, karena garis pantai yang bergeser menyebabkan
akar-akar tanaman seperti pohon ketapang dan cemara laut terpapar air laut lebih
cepat. Hal ini melemahkan perlindungan alami pulau terhadap badai dan gelombang

tinggi.



Geografis Pulau Lae-Lae yang awalnya stabil dan alami, kini menjadi kawasan yang
sangat rentan terhadap bencana pesisir. Jika reklamasi diperluas lebih dekat ke wilayah
Lae-Lae, maka kerusakan geografis bisa bersifat permanen—bukan hanya mengancam
bentuk fisik pulau, tetapi juga memperbesar risiko kehilangan sebagian daratannya

dalam jangka panjang.
KESIMPULAN DAN SARAN

Reklamasi di Pulau Lae-Lae bukan hanya menghadirkan perubahan fisik di pesisir
Makassar, tetapi juga membawa dampak menyeluruh yang mengancam kehidupan
masyarakat. Proyek ini terbukti menimbulkan kerusakan ekologis berupa keruhnya air
laut, rusaknya terumbu karang, hilangnya habitat biota laut, dan abrasi pantai yang
makin parah. Dampak tersebut diperburuk dengan ketimpangan sosial—di mana suara
warga, khususnya perempuan dan nelayan kecil, diabaikan dalam proses pengambilan

keputusan.

Secara ekonomi, masyarakat Pulau Lae-Lae yang menggantungkan hidup dari hasil laut
kehilangan sumber penghidupan mereka. Hasil tangkapan menurun, ongkos melaut
meningkat, dan perempuan pesisir kehilangan bahan baku untuk usaha rumah tangga.
Sementara itu, dari sisi geografis, reklamasi CPI dan rencana penimbunan di sekitar
Lae-Lae mempercepat penyusutan daratan, perubahan arus laut, dan memperbesar

risiko bencana pesisir.

Proyek ini menjadi simbol pembangunan yang tidak inklusif, tidak transparan, dan lebih
berpihak pada kepentingan modal dibandingkan perlindungan terhadap warga dan
lingkungan. Ketika partisipasi publik diabaikan, reklamasi justru memunculkan

ketidakadilan struktural yang berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai langkah pemulihan dan pencegahan kerusakan lebih lanjut, proyek reklamasi
Pulau Lae-Lae perlu dihentikan secara permanen karena terbukti menimbulkan dampak
sosial, ekonomi, dan ekologis yang merugikan masyarakat. Pemerintah harus
memastikan keterlibatan aktif dan terbuka dari masyarakat dalam setiap proses
perencanaan, terutama dalam penyusunan dokumen AMDAL dan revisi RTRW, dengan
memberi ruang yang adil bagi kelompok rentan seperti nelayan dan perempuan pesisir.
Selain itu, penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dokumen perizinan

reklamasi serta membuka akses data AMDAL kepada publik guna mencegah manipulasi



dan konflik kepentingan. Sebagai alternatif, pemerintah dan pemangku kepentingan
perlu mendorong pengembangan program ekonomi yang berbasis masyarakat, seperti
ekowisata bahari, konservasi laut, dan penguatan UMKM pesisir yang ramah lingkungan.
Terakhir, diperlukan pemantauan hukum dan advokasi hak asasi manusia oleh lembaga
independen, untuk mengawal hak-hak warga serta mencegah terjadinya intimidasi,

kriminalisasi, dan pelanggaran atas ruang hidup mereka.



